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DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

 

 

Yth: 1. Para Pejabat dan Pegawai di 
Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Umum 

 2. Para Pimpinan, Hakim dan 
Pegawai Pengadilan Tingkat 
Banding di Lingkungan 
Peradilan Umum 

 3. Para Pimpinan, Hakim dan 
Pegawai Pengadilan Tingkat 
Pertama di Lingkungan 
Peradilan Umum 

  di- 
  Seluruh Indonesia 

 

 

SURAT EDARAN 

 

NOMOR 4 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

  
PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA APARATUR PERADILAN UMUM 

 

 

Setiap individu berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya 

melalui cara-cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian 

pula bagi aparatur peradilan umum juga memiliki hak atas kesejahteraan, 

yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal. Namun demikian, sebagai 

bagian dari lembaga peradilan yang mengemban tanggung jawab moral dan 

etika di mata publik, aparatur peradilan umum harus menyadari bahwa 

setiap tindakan, perilaku, dan gaya hidup yang ditampilkan di ruang publik 

berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru dari masyarakat. Untuk itu, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 

Indonesia menilai perlu memberikan arahan dan pedoman bagi seluruh 

aparatur peradilan umum agar senantiasa menerapkan pola hidup 

sederhana.  

Pola hidup sederhana bukanlah bentuk pembatasan terhadap hak-

hak pribadi, melainkan cerminan dari integritas, tanggung jawab, dan 

keteladanan. Selain itu, penerapan pola hidup sederhana juga merupakan 

langkah preventif untuk penguatan judicial integrity, menghindari perilaku 

koruptif dan pelanggaran kode etik, sekaligus menjadi bagian dari upaya 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

-2- 

kolektif dalam menjaga marwah peradilan serta menjaga kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan. 

Seluruh aparatur peradilan umum beserta keluarganya wajib 

berkomitmen menjalani kehidupan yang mencerminkan kesederhanaan, 

kebersahajaan, dan integritas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

kepatutan, kewajaran, serta kehati-hatian dalam setiap aktivitas sosial 

maupun gaya hidup yang ditampilkan, dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menghindari gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan 

kepuasan tanpa batas (hedonisme). 

2. Menghindari perilaku konsumtif dengan tidak membeli, memakai dan 

memamerkan barang-barang mewah serta menghindari kesenjangan 

dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto atau video 

pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan; 

3. Melaksanakan acara perpisahan, purnabakti dan kegiatan seremonial 

lainnya secara sederhana tanpa mengurangi makna dan 

kekhidmatannya. 

4. Melaksanakan acara yang sifatnya pribadi/ keluarga dengan sederhana 

dan tidak berlebihan serta tidak dilaksanakan di lingkungan kantor 

dan tidak menggunakan fasilitas kantor. 

5. Menggunakan fasilitas dinas hanya untuk menunjang pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi. 

6. Membatasi perjalanan ke luar negeri di luar tugas kedinasan. 

7. Menolak pemberian hadiah/keuntungan atau memberikan sesuatu 

yang diketahui atau patut diketahui berhubungan langsung atau tidak 

langsung dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 

8. Tidak memberikan pelayanan dalam bentuk apapun termasuk dan 

tidak terbatas pada pemberian cindera mata, pemberian oleh-oleh, 

jamuan makan, pembayaran tempat penginapan dan lain sebagainya 

kepada pejabat/ pegawai  Direktorat Badan Peradilan Umum yang 

berkunjung ke daerah baik dalam rangka kedinasan maupun di luar 

kedinasan. 

9. Mengindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan 

dan/atau merendahkan martabat peradilan, antara lain: lokasi 

perjudian, diskotik, klub malam atau tempat lain yang serupa. 

10. Menyesuaikan dan menyelaraskan setiap perilaku berdasarkan norma 

hukum, agama dan adat istiadat masyarakat setempat. 

11. Memberikan pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dalam 

menjaga marwah peradilan. 
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Demikian untuk dilaksanakan dan dipedomani. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 15 Mei 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;  
3. YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
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